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Abstract. This study aims to analyze the authority of the governor in proposing regional regulation drafts
(Raperda) in Bengkulu Province from a constitutional law perspective. Such authority constitutes an essential
part of the executive function in the regional legislative process, reflecting the principles of decentralization as
well as the relationship between the regional government and the Regional House of Representatives (DPRD).
This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by an
analysis of governance practices at the regional level. The results indicate that, normatively, the governor’s
authority in proposing Raperda has been clearly regulated by prevailing laws and regulations. However, in
practice, several issues persist, including overlapping authority between the executive and legislative branches,
the dominance of local political interests, limited institutional capacity, and weak inter-agency coordination.
From a constitutional law perspective, these conditions demonstrate that the implementation of checks and
balances and good governance principles in the regional legislative process has not been fully optimized.
Therefore, strengthening regulatory frameworks, enhancing institutional capacity, and improving coordination
mechanisms and public participation are necessary to ensure the effective exercise of the governor’s authority in
proposing regional regulations.

Keywords: Constitutional Law; Governor Authority; Regional Government; Regional Legislation; Regional
Regulation Draft.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan gubernur dalam pengajuan rancangan
peraturan daerah (Raperda) di Provinsi Bengkulu dalam perspektif hukum tata negara. Kewenangan tersebut
merupakan bagian penting dari fungsi eksekutif dalam proses legislasi daerah yang mencerminkan prinsip
desentralisasi serta hubungan antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual,
yang didukung oleh analisis terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara normatif kewenangan gubernur dalam pengajuan Raperda telah diatur secara jelas
dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan,
seperti tumpang tindih kewenangan antara eksekutif dan legislatif, dominasi kepentingan politik lokal,
keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Dalam perspektif hukum tata
negara, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip checks and balances dan good
governance dalam proses pembentukan peraturan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi,
peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi mekanisme koordinasi dan partisipasi publik guna
meningkatkan efektivitas kewenangan gubernur dalam pengajuan Raperda.

Kata kunci: Hukum Tata Negara; Kewenangan Gubernur; Legislasi Daerah; Pemerintahan Daerah; Rancangan
Peraturan Daerah.
1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia merupakan implementasi dari
prinsip desentralisasi yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat
serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Dalam kerangka tersebut,
pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
melalui pembentukan peraturan daerah (Perda) (Nurrochmat et al., 2021; Sulistyaningsih et al.,

2021). Peraturan daerah menjadi instrumen hukum yang strategis dalam menjalankan fungsi
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pemerintahan di tingkat daerah, termasuk dalam merespons kebutuhan dan dinamika
masyarakat lokal.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pembentukan peraturan daerah melibatkan dua
unsur utama, yaitu kepala daerah sebagai representasi eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) sebagai representasi legislatif. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi
memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) sebagai
bagian dari fungsi eksekutif dalam proses legislasi daerah (Hariyanto, 2020; Jaelani & Hayat,
2022; Mukhlis et al., 2025). Kewenangan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga
memiliki dimensi politik dan hukum yang kompleks, karena berkaitan dengan relasi kekuasaan
antara eksekutif dan legislatif di daerah.

Secara normatif, kewenangan gubernur dalam pengajuan Raperda telah diatur dalam
berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksana lainnya. Regulasi tersebut menegaskan
bahwa gubernur memiliki hak untuk mengajukan Raperda sebagai bagian dari fungsi
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan
kewenangan tersebut tidak selalu berjalan secara optimal (Daud et al., 2025; Shoesmith, 2020).

Berbagai permasalahan sering muncul dalam proses pengajuan Raperda, seperti adanya
keterlambatan pengajuan, kurangnya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan DPRD, serta
adanya kepentingan politik yang mempengaruhi proses legislasi. Kondisi ini menunjukkan
bahwa terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif dengan implementasi di lapangan
(Mutawalli et al., 2023; Salmon, 2023). Di Provinsi Bengkulu, dinamika tersebut juga menjadi
fenomena yang menarik untuk dikaji, mengingat adanya variasi dalam praktik hubungan antara
gubernur dan DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah.

Dalam perspektif hukum tata negara, hubungan antara gubernur dan DPRD dalam
pembentukan Perda seharusnya mencerminkan prinsip checks and balances, di mana kedua
lembaga memiliki peran yang seimbang dan saling mengawasi (Wicaksono & Rahman, 2020).
Namun, dalam kenyataannya, hubungan tersebut sering kali dipengaruhi oleh faktor politik,
kepentingan kekuasaan, serta kondisi kelembagaan yang belum sepenuhnya matang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan guna
menganalisis secara mendalam kewenangan gubernur dalam pengajuan Raperda, khususnya di
Provinsi Bengkulu. Fokus kajian tidak hanya pada aspek normatif, tetapi juga pada praktik
pelaksanaannya dalam perspektif hukum tata negara (Akhmaddhian et al., 2022; Elcaputera,

2021; Monitasari et al., 2022). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
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kontribusi dalam pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya terkait dengan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1)
bagaimana dasar hukum kewenangan gubernur dalam pengajuan rancangan peraturan daerah;
(2) bagaimana mekanisme pengajuan Raperda di Provinsi Bengkulu; dan (3) bagaimana
analisis hukum tata negara terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut. Adapun tujuan
penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan gubernur dalam pengajuan Raperda serta

mengkaji permasalahan yang muncul dalam praktiknya dalam perspektif hukum tata negara.

2. TINJAUAN LITERATUR
Konsep Kewenangan dalam Hukum Tata Negara

Dalam perspektif hukum tata negara, kewenangan (authority) merupakan konsep
fundamental yang berkaitan dengan kekuasaan yang sah (legitimate power) yang dimiliki oleh
organ negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Kewenangan tidak hanya dipahami
sebagai kekuasaan semata, tetapi harus memiliki dasar hukum yang jelas dan diperoleh melalui
atribusi, delegasi, atau mandat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan atribusi merupakan kewenangan asli yang diberikan langsung oleh
konstitusi atau undang-undang kepada suatu lembaga negara, sedangkan delegasi adalah
pelimpahan kewenangan dari satu organ kepada organ lain, dan mandat merupakan
pelaksanaan kewenangan oleh pihak lain atas nama pemberi mandat (Fauzani, 2024; Liberthin
Palullungan Yeheschiel B. Marewa, 2023). Dalam konteks pemerintahan daerah, kewenangan
gubernur dalam pengajuan rancangan peraturan daerah merupakan bentuk kewenangan atribusi
yang diberikan oleh undang-undang sebagai bagian dari fungsi eksekutif di daerah.

Prinsip legalitas menjadi dasar utama dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, di mana
setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dengan demikian,
kewenangan gubernur dalam pengajuan Raperda tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum
tata negara yang mengatur hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat daerah
(Daud et al., 2025; Shoesmith, 2020; Sulistyaningsih et al., 2021).

Pemerintahan Daerah dan Prinsip Desentralisasi

Pemerintahan daerah di Indonesia merupakan implementasi dari prinsip desentralisasi
yang diatur dalam konstitusi. Desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan prinsip otonomi

daerah (Jayuska et al., 2025; Nurrochmat et al., 2021; Sumirat et al., 2025). Tujuan utama
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desentralisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan,
mempercepat pelayanan publik, serta memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi
masyarakat.

Dalam kerangka otonomi daerah, gubernur sebagai kepala daerah provinsi memiliki
peran strategis dalam menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk dalam pembentukan
peraturan daerah (Mochtar & Afkar, 2022). Peraturan daerah menjadi instrumen hukum yang
digunakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah sesuai dengan
karakteristik dan kebutuhan lokal.

Namun demikian, pelaksanaan desentralisasi tidak terlepas dari berbagai tantangan,
seperti adanya ketidakseimbangan kapasitas kelembagaan, keterbatasan sumber daya, serta
dinamika politik lokal yang dapat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
daerah (Nugraha et al., 2023; Saifulloh & Answendy, 2023; Zwitter & Hazenberg, 2020). Oleh
karena itu, diperlukan penguatan sistem kelembagaan dan harmonisasi hubungan antara
pemerintah daerah dan DPRD agar prinsip desentralisasi dapat berjalan secara optimal.
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peran Gubernur

Pembentukan peraturan daerah merupakan bagian dari fungsi legislasi di tingkat daerah
yang melibatkan pemerintah daerah dan DPRD. Proses ini mencakup tahapan perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan (Elcaputera, 2022; Ramdani,
2022). Dalam proses tersebut, gubernur memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan
peraturan daerah sebagai bentuk inisiatif dari pihak eksekutif.

Kewenangan gubernur dalam pengajuan Raperda merupakan salah satu bentuk
partisipasi aktif pemerintah daerah dalam proses legislasi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa
fungsi legislasi di daerah tidak hanya dimonopoli oleh DPRD, tetapi juga melibatkan peran
eksekutif dalam merumuskan kebijakan publik melalui peraturan daerah (Faiz et al., 2023;
Fudin, 2022). Namun dalam praktiknya, proses pembentukan peraturan daerah sering Kali
menghadapi berbagai kendala, seperti lambatnya proses pembahasan, perbedaan kepentingan
antara eksekutif dan legislatif, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Kondisi ini dapat
menghambat efektivitas pembentukan peraturan daerah dan berdampak pada kualitas regulasi
yang dihasilkan.

Prinsip Checks and Balances dalam Pemerintahan Daerah

Prinsip checks and balances merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem

ketatanegaraan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh

suatu lembaga. Dalam konteks pemerintahan daerah, prinsip ini tercermin dalam hubungan
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antara gubernur sebagai eksekutif dan DPRD sebagai legislatif (Weller & Beer, 2022; Yang et
al., 2021; Zaidan & lIbrahim, 2024). Hubungan antara kedua lembaga tersebut seharusnya
bersifat seimbang dan saling mengawasi dalam proses pembentukan peraturan daerah.
Gubernur memiliki kewenangan untuk mengajukan Raperda, sementara DPRD memiliki
fungsi untuk membahas dan menyetujui atau menolak Raperda tersebut. Interaksi ini
mencerminkan mekanisme kontrol yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang
dihasilkan sesuai dengan kepentingan masyarakat (Amancik et al., 2024; Hastuti, 2022).
Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip checks and balances di daerah seringkali
belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dominasi salah
satu pihak, adanya kepentingan politik tertentu, serta lemahnya mekanisme pengawasan. Oleh
karena itu, diperlukan penguatan sistem kelembagaan dan peningkatan profesionalisme

aparatur pemerintahan daerah agar prinsip tersebut dapat diimplementasikan secara efektif.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang
berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum
yang berkaitan dengan kewenangan gubernur dalam pengajuan rancangan peraturan daerah
(Hariyanto et al., 2025; Widiarto et al., 2025). Penelitian hukum normatif dipilih karena objek
kajian utama dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep
hukum dalam perspektif hukum tata negara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan
perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur
kewenangan gubernur dalam pembentukan peraturan daerah, seperti Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Sementara itu,
pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kewenangan, prinsip
desentralisasi, serta prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan (Miharja et al.,
2024; Mukhlis et al., 2025).

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan objek penelitian (Prasetio, 2023). Bahan hukum sekunder berupa buku,

jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun
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bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk
mendukung pemahaman konsep-konsep hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library
research), yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai literatur serta dokumen hukum yang
relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dilakukan
secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan
dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan
permasalahan yang terjadi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di

Provinsi Bengkulu.

4. PEMBAHASAN
Dasar Hukum Kewenangan Gubernur dalam Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan gubernur dalam pengajuan
rancangan peraturan daerah (Raperda) merupakan bagian dari kewenangan atributif yang
diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Secara konstitusional, dasar penyelenggaraan
pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, khususnya Pasal 18 yang menegaskan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah
pusat dan daerah melalui prinsip otonomi. Lebih lanjut, pengaturan teknis mengenai
kewenangan gubernur diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa kepala daerah
memiliki fungsi untuk menetapkan peraturan daerah bersama DPRD, serta berwenang
mengajukan rancangan peraturan daerah sebagai bagian dari fungsi eksekutif (Akhmaddhian
et al., 2022; Jaelani & Hayat, 2022; Monitasari et al., 2022).

Selain itu, mekanisme pembentukan peraturan daerah juga diatur dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah, yang memberikan landasan prosedural dalam proses legislasi,
termasuk di tingkat daerah. Dalam kerangka ini, gubernur memiliki posisi strategis sebagai
pengusul kebijakan daerah yang akan dibahas bersama DPRD (Hasyim, 2021; Roqib, 2021;
Suparto, 2021). Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat keraguan mengenai legitimasi
kewenangan gubernur dalam pengajuan Raperda. Kewenangan tersebut merupakan bagian
integral dari sistem pemerintahan daerah yang mengedepankan prinsip legalitas, di mana setiap

tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas.
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Mekanisme Pengajuan Raperda dalam Praktik di Provinsi Bengkulu

Mekanisme pengajuan rancangan peraturan daerah (Raperda) oleh gubernur secara
prosedural diawali dari tahap perencanaan yang dituangkan dalam Program Pembentukan
Peraturan Daerah (Propemperda). Pada tahap ini, pemerintah daerah menyusun daftar prioritas
Raperda dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah, aspirasi masyarakat,
serta arah kebijakan nasional. Propemperda berfungsi sebagai instrumen perencanaan legislasi
daerah yang menjadi acuan dalam menentukan urgensi dan skala prioritas pembentukan
peraturan daerah. Setelah suatu Raperda ditetapkan dalam Propemperda, tahap selanjutnya
adalah penyusunan rancangan oleh perangkat daerah terkait yang memiliki kompetensi sesuai
dengan substansi yang diatur.

Raperda yang telah disusun kemudian diajukan oleh gubernur kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas secara bersama-sama. Proses pembahasan
tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pembicaraan tingkat | yang meliputi
penyampaian penjelasan gubernur serta pandangan umum fraksi, dan pembicaraan tingkat 11
yang mencakup pengambilan keputusan (Elcaputera, 2021; Lekipiouw, 2020; Risal &
Munawir, 2021). Dalam proses ini, DPRD biasanya membentuk panitia khusus atau melibatkan
komisi terkait untuk melakukan pembahasan secara lebih mendalam terhadap substansi
Raperda. Apabila telah tercapai persetujuan bersama antara gubernur dan DPRD, maka
Raperda tersebut ditetapkan menjadi peraturan daerah dan selanjutnya diundangkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun mekanisme tersebut telah diatur secara jelas dalam kerangka normatif, dalam
praktik di Provinsi Bengkulu masih ditemukan berbagai dinamika yang mempengaruhi
efektivitas proses pengajuan dan pembahasan Raperda. Salah satu permasalahan yang sering
terjadi adalah keterlambatan pengajuan Raperda oleh pemerintah daerah, yang berdampak pada
tidak tercapainya target legislasi daerah sebagaimana telah direncanakan dalam Propemperda.
Selain itu, kurangnya sinkronisasi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam menentukan
prioritas Raperda juga menjadi kendala yang cukup signifikan (Mulyani, 2020). Hal ini sering
kali dipicu oleh perbedaan kepentingan maupun persepsi terhadap urgensi suatu kebijakan.

Di sisi lain, minimnya koordinasi antar perangkat daerah dalam proses penyusunan
Raperda turut mempengaruhi kualitas substansi yang dihasilkan, sehingga Raperda yang
diajukan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan regulasi yang komprehensif. Tidak dapat
dipungkiri pula bahwa intervensi kepentingan politik, baik dari pihak eksekutif maupun

legislatif, turut mewarnai proses pembahasan Raperda. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses
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legislasi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum dan administratif, tetapi juga oleh
dinamika politik yang berkembang di tingkat daerah.
Problematika Kewenangan Gubernur dalam Pengajuan Raperda

Pelaksanaan kewenangan gubernur dalam pengajuan rancangan peraturan daerah
(Raperda) di Provinsi Bengkulu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang secara
langsung maupun tidak langsung mempengaruhi efektivitas pembentukan peraturan daerah.
Salah satu problematika utama yang muncul adalah adanya tumpang tindih kewenangan antara
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam praktiknya, sering
terjadi ketidaksepahaman terkait peran masing-masing lembaga dalam proses pengajuan dan
pembahasan Raperda. DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki hak inisiatif untuk
mengajukan Raperda, sehingga dalam kondisi tertentu muncul persaingan kepentingan antara
eksekutif dan legislatif yang berpotensi menghambat kelancaran proses legislasi daerah (Abril
Ortiz et al., 2020; Hariyanto, 2020). Selain itu, dominasi politik lokal turut menjadi faktor yang
signifikan dalam mempengaruhi proses pengajuan dan pembahasan Raperda. Dinamika
hubungan antara kepala daerah dan DPRD, termasuk konfigurasi kekuatan partai politik dan
koalisi, sering kali menentukan arah pembahasan suatu Raperda. Akibatnya, proses legislasi
daerah tidak sepenuhnya berjalan secara objektif dan rasional, melainkan dipengaruhi oleh
kepentingan politik tertentu yang dapat menggeser substansi kebijakan dari tujuan awalnya.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan
di lingkungan pemerintah daerah. Kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam hal
penyusunan naskah akademik dan perumusan substansi Raperda, masih menjadi tantangan
yang cukup serius. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya kualitas produk hukum daerah
yang dihasilkan, baik dari segi substansi maupun dari aspek teknis perumusan peraturan
perundang-undangan (Busch & Amarjargal, 2020; Zwitter & Hazenberg, 2020). Di samping
itu, lemahnya koordinasi antar perangkat daerah, gubernur, dan DPRD juga menjadi hambatan
dalam proses legislasi daerah. Koordinasi yang tidak berjalan secara efektif menyebabkan
terjadinya keterlambatan dalam pengajuan maupun pembahasan Raperda, serta menurunkan
efisiensi proses legislasi secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan
dalam pelaksanaan kewenangan gubernur tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencakup

aspek teknis, kelembagaan, dan politik yang saling berkaitan.
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Analisis Hukum Tata Negara terhadap Pelaksanaan Kewenangan Gubernur

Dalam perspektif hukum tata negara, kewenangan gubernur dalam pengajuan
rancangan peraturan daerah (Raperda) harus dipahami dalam kerangka hubungan kelembagaan
antara kekuasaan eksekutif dan legislatif di tingkat daerah. Relasi tersebut pada dasarnya
dirancang untuk mencerminkan prinsip checks and balances, yaitu suatu mekanisme
pengawasan timbal balik yang bertujuan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan
pada satu lembaga tertentu (Herman & Hayat, 2021; Sulistyaningsih et al., 2021). Dalam
konteks ini, gubernur sebagai kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengajukan Raperda
sebagai representasi fungsi eksekutif, sementara DPRD menjalankan fungsi legislasi melalui
pembahasan dan persetujuan terhadap rancangan tersebut. Idealnya, interaksi antara kedua
lembaga ini berlangsung secara seimbang, rasional, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Namun demikian, berdasarkan hasil analisis terhadap praktik di Provinsi Bengkulu,
pelaksanaan kewenangan tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan
antara eksekutif dan legislatif. Dalam beberapa kondisi, dominasi salah satu pihak baik
eksekutif maupun legislatif dapat mempengaruhi jalannya proses legislasi daerah, sehingga
tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi dan transparansi. Ketidakseimbangan ini
sering kali dipicu oleh faktor politik, termasuk konfigurasi kekuatan partai politik dan
hubungan antara gubernur dengan DPRD, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas proses
pengambilan keputusan dalam pembentukan peraturan daerah. Di sisi lain, prinsip
desentralisasi yang menjadi landasan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah seharusnya
tidak hanya dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan, tetapi juga sebagai upaya untuk
meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah. Tanpa
adanya penguatan dalam aspek tersebut, kewenangan yang diberikan kepada daerah berpotensi
menimbulkan berbagai permasalahan, seperti inefisiensi dalam proses legislasi, rendahnya
kualitas produk hukum, serta munculnya konflik kepentingan antar lembaga (Hastuti, 2022;
Yang et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi yang tidak diimbangi dengan
kesiapan kelembagaan justru dapat menghambat tercapainya tujuan pemerintahan daerah itu
sendiri.

Lebih lanjut, dalam kerangka hukum tata negara, pelaksanaan kewenangan gubernur
dalam pengajuan Raperda juga harus mencerminkan prinsip good governance, yang meliputi
transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Namun, kondisi yang terjadi di Provinsi
Bengkulu menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya terimplementasi

secara optimal. Kurangnya transparansi dalam proses pembahasan, lemahnya koordinasi antar
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lembaga, serta minimnya partisipasi publik menjadi indikator bahwa tata kelola pemerintahan
daerah masih perlu diperbaiki.
Implikasi dan Upaya Penguatan Kewenangan Gubernur

Implikasi dari berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kewenangan gubernur dalam
pengajuan rancangan peraturan daerah (Raperda) menunjukkan perlunya upaya penguatan
yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan efektivitas kewenangan
tersebut, langkah strategis pertama yang perlu dilakukan adalah penguatan regulasi yang secara
lebih rinci mengatur mekanisme koordinasi antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD). Regulasi yang jelas dan operasional akan memberikan kepastian
hukum sekaligus meminimalisir potensi konflik kewenangan dalam proses legislasi daerah.
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah
menjadi aspek yang tidak kalah penting (Fudin, 2022; Weller & Beer, 2022). Kemampuan
dalam menyusun naskah akademik serta merumuskan substansi kebijakan yang berkualitas
akan sangat menentukan mutu Raperda yang diajukan. Tanpa dukungan kompetensi yang
memadai, produk hukum daerah berpotensi lemah baik dari sisi normatif maupun
implementatif. Oleh karena itu, penguatan Kkapasitas aparatur melalui pelatihan,
pendampingan, dan pengembangan kompetensi menjadi kebutuhan yang mendesak (Jaelani &
Hayat, 2022; Mochtar & Afkar, 2022; Zhang et al., 2023).

Di sisi lain, optimalisasi peran Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)
sebagai instrumen perencanaan legislasi daerah juga perlu ditingkatkan. Propemperda tidak
hanya berfungsi sebagai daftar prioritas, tetapi harus mampu menjadi alat perencanaan yang
strategis dan terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan daerah serta kebijakan nasional.
Dengan demikian, setiap Raperda yang diajukan memiliki dasar perencanaan yang matang dan
relevan dengan kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut, peningkatan transparansi dan partisipasi
publik dalam proses pembentukan peraturan daerah merupakan langkah penting dalam
mewujudkan prinsip good governance. Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi tidak
hanya meningkatkan legitimasi produk hukum, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang
dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi publik. Transparansi dalam
setiap tahapan pembentukan Raperda juga akan mendorong akuntabilitas serta mengurangi

potensi intervensi kepentingan yang tidak sejalan dengan kepentingan umum.
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5. KESIMPULAN

Kewenangan gubernur dalam pengajuan rancangan peraturan daerah (Raperda) secara
normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam kerangka hukum tata negara Indonesia,
khususnya melalui pengaturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut
merupakan bagian dari fungsi eksekutif dalam proses legislasi daerah yang bertujuan untuk
mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta responsif terhadap kebutuhan
masyarakat.

Namun demikian, dalam praktik di Provinsi Bengkulu, pelaksanaan kewenangan
tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Berbagai permasalahan masih ditemukan, antara
lain tumpang tindih kewenangan antara eksekutif dan legislatif, dominasi kepentingan politik
lokal, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta lemahnya koordinasi antar perangkat daerah
dan DPRD. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dengan
implementasi di lapangan, yang berdampak pada efektivitas dan kualitas pembentukan
peraturan daerah.

Dalam perspektif hukum tata negara, pelaksanaan kewenangan gubernur dalam
pengajuan Raperda seharusnya mencerminkan prinsip checks and balances serta prinsip good
governance. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa kedua prinsip tersebut belum
sepenuhnya terimplementasi secara optimal, sehingga hubungan antara eksekutif dan legislatif
di daerah belum berjalan secara seimbang dan efektif.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan yang bersifat komprehensif, meliputi
perbaikan regulasi yang lebih operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
optimalisasi perencanaan legislasi daerah melalui Propemperda, serta peningkatan transparansi
dan partisipasi publik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan kewenangan
gubernur dalam pengajuan Raperda dapat lebih efektif, akuntabel, dan selaras dengan prinsip-
prinsip hukum tata negara, sehingga mampu menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas
dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
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